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Abstrak

Pengembangan pelabuhan dapat memajukan ekonomi di suatu daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
secara tegas membolehkan keterlibatan pemerintah daerah untuk mengelola
pelabuhan. Tegal sangat dikenal dengan pelabuhannya yang strategis.

Penelitian ini  bertujuan: (1). Untuk mendeskripsikan pengaturan
pengelolaan pelabuhan laut berdasarkan hukum di Indonesia. (2). Untuk mengkaji
kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan Pelabuhan Tegal.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran
kepustakaan secara konvensional dan online serta dianalisa dengan analisis data
kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam
bentuk angka atau numerik.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masalah pelabuhan hanya diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran sedangkan secara khusus diatur oleh peraturan setingkat peraturan
pemerintah. Pengelolaan pelabuhan berkaitan erat dengan berbagai undang-
undang, seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Pabean, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-
Undang Karantina Perikanan, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dan berbagai undang-undang lainnya. Pengaturan kewenangan
pengelolaan pelabuhan laut secara teknis diatur oleh Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka pengelolaan pelabuhan
tidak lagi mutlak diusahakan hanya oleh PT. Pelindo, tetapi juga bisa diusahakan
oleh operator lain termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
berakibat kewenangan pemerintah daerah hanya memperoleh pelimpahan lokal.
Dalam hal ini berarti Pemerintah Kota Tegal hanya memperoleh kewenangan
penyelenggaraan pelabuhan pengumpan lokal saja.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Kewenangan, Pelabuhan, Pengelolaan



Abstract

Port development can advance the economy in an area. The Law of the
Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping explicitly allows
the involvement of local governments to manage ports. Tegal is well known for its
strategic port.

This research aims: (1). To describe seaport management arrangements
based on Indonesian law. (2). To review the authority of the local government on
the management of the Tegal Port.

This type of research is library research. The approach used is a normative
approach. The data collection technique is through conventional and online
literature searches and analyzed with qualitative data analysis because the data
will be presented in a narrative-descriptive manner, not in the form of numbers or
numeric.

The results of this study indicate that port problems are only regulated in
the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping
while specifically regulated by regulations at the level of government regulations.
Port management is closely related to various laws, such as the Fisheries Law,
Regional Government Law, Customs Law, Environmental Law, Fishery
Quarantine Law, Central and Regional Financial Balance Law and various laws.
other laws. The regulation of the authority to manage seaports is technically
regulated by the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of
Indonesia Number PM 57 of 2020 concerning the Operation of Seaports. Since
the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008
concerning Shipping, port management is no longer absolutely managed by PT.
Pelindo, but can also be operated by other operators including the Provincial
Government and Regency/City Regional Governments. Based on the Regulation of
the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 57 of
2020 concerning the Operation of Sea Ports, the authority of local governments
only gets local delegation. In this case, it means that the Tegal City Government
only has the authority to operate a local feeder port.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in
need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Authority, Port, Management
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